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95% Kesukgsesan Kita ditentukgn
oleh Impian dan Sikap
(Louis Tendean)

Better stand tall when they calling you out
Don’t bend, don't break,
Baby don’t back down
(Bon Jovi ~It's My Life~)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam perjanjian dagang sebagian besar dicantumkan klausula
mengenai penyelesaian sengketa, dan penyelesaian sengketa tersebut bisa
melalui jalur litigasi atau non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi ini
merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan non
litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ( out of court
settlement ) atau bisa disebut penyelesaian sengketa alternatif ( alternative
dispute resolution ).

Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution
( ADR ) ada bermacam-macam. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun
1999, dapat kita temui sekurangnya ada e¢nam macam tata cara

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

1. konsultasi;

2. negosiasi;

3. mediasi;

4. konsiliasi;

5. pemberian pendapat hukum;
6. arbitrase.!

Diantara berbagai macam penyelesaian sengketa alternatif tersebut yang
seringkali dipakai dalam perjanjian dagang terlebih yang berskala

internasional adalah arbitrase.

! Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaiun Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta,
2002, h. 85.
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Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999:

“Arbitrasz adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Sudargo Gautama memberikan batasan arbitrase:

“Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang
tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberkan
keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang
mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak™

Menurut BLACK’s Law Dictionary:

“Arbitration: A process of dispute resolution in which a neutral
third party ( arbitrator ) renders a decision after a hearing at
which both parties have an opportunity to be heard. Where
Arbitration is voluntary, the disputing parties selec. the arbitrator
who has the power to render a binding decision” >

Dalam perdagangan internasional, arbitrase diartikan di dalam
UNCITRAL tanggal 28 April 1976, sebagai berikut:

“The term commercial should be given a wide interpretation so as
to cover matters arising from all relationships of a commercial
nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial
natur include, but are not limited to, the following transactions:
any trade transaction for the supply or exchange goods or
services; distribition agreement; commercial representatiton or
agency; licensing; investment; financing; banking; insurance;
exploitation agreement or concession joint venture and other forms
of industrial or business co-operation; carriage of goods or
passanger by air, sea, rail, or road”’

Arbitrase telah ada di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda.
Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 307 HIR/705 RBG jo Pasal 615-651 -

RV. Tapi dalam Pasal 463 RV tersirat adanya larangan pelaksanaan

2 Sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, Grasindo, Jakarta,
2002, h. 3.

* Henry Campbell Black, BLACK’s Law Dictionary 6" ed, St. Paul MN, West Publishing Co,
1990, h. 105.
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putusan arbitrase asing di Indonesia. Pasal ini mewajibkan setiap putusan
asing, baik dari pengadilan maupun dari arbitrasc¢ yang ditetapkan di luar
negeri harus kembali diperiksa ulang sebagai perkara baru jika hendak
dilaksanakan di Indonesia.*

Di kalangan dunia usaha mereka umumnya lebih mendayagunakan
lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa usaha dan dagang yang
terjadi di antara mereka, daripada menyelesaikannya melalui lembaga
litigasi atau peradilan. Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan,
maka kembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan
tersebut antara lain:

a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal

prosedural dan administratif;

c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini
mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang
yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping
jujur dan adil;

d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk
menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat
penyelenggaraan arbitrase;

e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak
dengan melalui tata cara ( prosedur ) yang sederhana dan dapat
langsung dapat dilaksanakan.’

Pada intinya kesuksesan dari arbitrase sangat bergantung pada

sikap baik ( good faith ) para pihak dalam melaksanakan putusan
arbitrase.® Menurut pendapat Priyatna Abdurrasyid, “Arbitrase itu sifatnya

kooperatif dan non konfrontatif, karena arbitrase adalah law of the parties,

* Tinneke Louise Tuegeh Longdong, Asas Ketertiban Umum aan Kor.vensi New York 1958, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 187.

* Rachmadi Usman, Op Cit, h. 4.

8 Bimo Prasetio, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ( Studi Kasus
Pertamina melawan Karaha Bodas ), Skripsi, Surabaya, 2004, h. 3.
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dalam arbitrase bukan win-loose, tapi win-win solutior.””’ Jadi para pihak

diharapkan melaksanakan putusan dengan itikad baik.

Sesuai dengan Pasal 1 ke-3 Undang-undang No 30 Tahun 1999

bahwa penyelesaian sengketa melalyi arbitrase itu harus dilakukan dengan

perjanjian tertulis terlebih dahulu baik sesudah maupun sebelum sengketa.

Esensi yang terkandung dalam ketentuan tersebut meliputi unsur-unsur:

a.
b.

c
d.
e.

adanya kesepakatan para pihak,

kesepakatan tersebut berupa pilihan forum dan tempat
arbitrase,

dalam bentuk klausula atau perjanjian arbitrase,

dituangkan secara te rtulis,

dibuat sebelum atau sesudah sengketa.®

Dalam poin ¢ disebut klausula arbitrase, klausula arbitrase dapat

berupa perjanjian yang sederhana, namun juga dapat bersifat komprehensif

dalam memuat syarat-syarat arbitrase. Pada umumnya klausula arbitrase

mencakup:

a.

Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan
arbitrase

Ruang lingkup arbitrase

Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau
“ad hoc”

Aturan prosedural yang berlaku

Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase

Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku dalam arbitrase

7 Hasil wawancara Bimo Prasetio dengan Priyatna Abdurrasyid sebagai Ketua BANI ( Badan
Arbitrase Nasional Indonesia ), 6 Februari 2003.
% Basuki Rekso Wibowo, Perjanjian Arbitrase dan Wewenang Arbitrase, Bahan Kuliah (IV), h. 1.

SKRIPSI

Competent Authority Dalam Kasus Karaha Bodas Vs... Wasistyo Adi Sarasputro



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

g. Klausul-klausul stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika
relevan’

Kewenangan arbitrase itu hanya pada apa yang tertulis dalam
perjanjian arbitrase tersebut atau bisa juga disebut dengan competent
authority. Wewenang arbitrase sejauh ini dan pada pokoknya hanya
mengadili sengketa perdagangan. Menurut Priyatna Abdurrasyid, dewasa
ini macam sengketa yang dapat diselesaikan sacara arbitrase makin
meluas, antara lain meliputi paten, design, IPR, copyrights, consultation,
agency, licensing, franchise, insurance, construction, trade, industry,
environtment, fabrication, distribution, maritime, shipping, land; sea; air
transportation, mining, joint venture, banking, finance, sport, air and
space commercial utilization ( aviation, direct broadcasting,
telecommunication, remote sensing, internet ), dan lain sebagainya."’

Istilah competent authority bisa juga dipakai dalam persoalan
pembatalan putusan arbitrase, terlebih dalam putusan arbitrase asing. Pasal
VI telah menunjuk pada Pasal V ayat (1 ) (e ) Konvensi New York untuk
suatu definisi pada istilah “Competent Authority”, yaitu otoritas kepada
siapa suatu permohonan untuk pemoatalan dari putusan bersangkutan telah
diajukan."’ |

Persoalan mengenai competent authority itu dapat terlihat pada

kasus Karaha Bodas melawan Pertamina. Mahkamah Agung telah

® Sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, Op Cit, h. 27

' Sebagaimana dikutip oleh Basuki R2kso Wibowo, Op Cit, Bahan Kuliah, h. 31

' Sudargo Gautama, Arbitrase Luar Negeri dun Pemakaian i lukum Indonesia, Citra Aditya Bakti.
Bandung, 2004, h. 64.
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membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah
dianggap salah menerapkan hukum mengenai competent authority.

Pada November 1994, terjadi kontrak antara tiga pihak, yaitu
KARAHA BODAS COMPANY. LLC, PERTAMINA, PT. PLN. Kontrak
kesatu berupa Joint Operation Contract antara “Karalia Bodas Coy” LLc
dengan Pertamina. Sedangkan kontrak yang kedua berupa Energy Sales
Contract artara Pertamina dengan PT. PLN ( Persero ).

Dalam kedua kontrak tersebut yaitu J.0.C. dan E.S.C. didalamnya
dimuat “clausula arbitrase”, yaitu bilamana terjadi sengketa maka akan
diselesaikan oleh “Tribunal Arbitrase” berdasar “Uncitral Arbitration
Rules” dan para pihak memilih Hukum Indonesia untuk menyelesaikan
sengketa dalam forum arbitrase.

Sejak dibuatnya kedua perjanjian tersebut diatas 1998 sampai
dengan tahun 2000, belum/tidak ada satupun hasil sesuai dengan yang
disepakati dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pihak
Pemerintah RI menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) No.39/tahun
1997, tanggal 20 September 1997 yang isinya : menangguhkan proyek
pembangkit “Tenaga Listrik Panas Bumi” Karaha Bodas ( dengan alasan
adanya krisis ekonomi ). Selanjutnya pada November 1997, Pemerintah RI
menerbitkan Keppres No. 47/tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa
proyek “Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi” ( Geothermal ) Karaha
Bodas, sesuai Kontrak J.O.C. 28 November 1994, dapat dilanjutkan

kembali pembangunannya. Namun pada tanggal 10 Januari 1998,

SKRIPSI Competent Authority Dalam Kasus Karaha Bodas Vs... Wasistyo Adi Sarasputro



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pemerintah RI menerbitkan lagi Keppres No. 5/tahun 1998 yang isinya
menangguhkan kembali “Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi”
KARAHA BODAS dengan alasan masih adanya krisis ekonomi dalam
negara RI, yang belum dapat diatasi sepenuhnya.

Pihak Pertamina yang sudah berusaha untuk melaksanakan proyek
Karaha Bodas tidak bisa melanjutkan proyek karena ditangguhkan voleh'
Pemerintah RI dengan pertimbangan bahwa masit dilanda krisis ekonlémi
dan tidak bersedia melanggar Keppres No. 5/tahun 1998. Karena adanya
penangguhan - pelaksanaan Proyek Karaha Bodas oleh Pemerintah RI
tersebut, timbul sengketa antara “KARAHA PODAS COMPANY” selaku
Kontraktor yang dirinya merasa dfrugikan dengan adanya penangguhan
proyek tersebut. Pihak Pertamina dan PT. PLN oleh Karaha Bodas dinilai
telah wanprestasi dalam kontrak J.O.C. ( Joint Operation Contract ) dan
E.S.C. ( Energy Sales Contract ) tanggal 28 November 1994.

Tribunal Arbitrase di Jenewa, pada tanggal 18 Desember 2000
menerbitkan “putusan arbitrase” yang menetapkan bahwa pihak Pertamina
dan PT. PLN (Persero) dinilai telah melakukan wanprestasi dan dihukum
untuk membayar kerugian kepada Karaha Bodas Company sebesar US$
270 juta ditambah bunga sebesar 4% setahun.

Setelah menerima putusan arbitrase tersebut, pihak Pertamina
menyerahkan serta mendaftarkan putusan arbitrase Jenewa tersebut ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tangzgal 8 Maret 2002. Namun,

setelah diteliti putusan arbitrase tersebut oleh kuasa hukum Pertamina,
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terdapat beberapa kejanggalan yang mendasari pihak Pertamina
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jukarta Pusat yang bertujuan
untuk mohon pembatalan terhadap putusan arbitrase Jenewa. Kejanggalan-
kejanggalan tersebut adalah :

1. Tribunal Arbitrase Internasional Jenewa dalam putusannya
telah melampaui wewenangnya, karena dalam mengadili
sengketa a’quo, tidak menghiraukan dan tidak menggunakan
Hukum Indonesia, yang seharusnya diperlakukan atas
sengketa tersebut.

2. Ketentuan Hukum Indonesia yang tidak dihiraukan oleh
Majelis Arbitrase Internasional Jenewa didalam putusannya
18 Desember 2000 adalah menafsirkan secara keliru
ketentuan tentang “Force Majeure” menurut Hukum
Indonesia.

3. Putusan arbitrase Jenewa bertentangan dengan ketertiban
umum di negara RI.

4. Para arbiter tidak sesuai dengan kontrak J.O.C. dan E.S.C.
yang telah disepakati para pihak. Para arbiter dipilih sendiri
oleh mereka dan pihak Pertamina tidak diberitahu secara
layak tentang pengangkatan arbiter.

5. Putusan arbitrase Jenewa diputus berdasarkan tipu muslihat

dari pihak Karaha Bodas dan tidak mengindahkan Hukum
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Iﬁdonesia, khusus ketentuan tentang kerugian dan kehilangan
keuntungan.

6. Walaupun telah diperjanjikan dua proses arbitrase tersendiri,
satu di bawah J.0.C. dan yang kedua di bawah E.S.C., tetapi
arbitrase Jenewa telah menggabungkan kedua proses dalam
satu proses arbitrase. Dengan demikian tim arbitrase telah
melanggar prosedur yang telah disepakati oleh para pihak
dalam klausul arbitrase.

Setelah itu pada tanggal 27 Agustus 2002 dalam putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdi.G/2002/PN.Jkt.Pst
memutuskan membatalkan putusan arbitrase Jenewa. Pertimbangan
hukum yang menjadi dasar majelis hakim untuk memutuskan perkara
tersebut adalah:

1. Dalam eksepsi dari Karaha Bodas, Majelis berpendirian
bahwa pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak hanya
berdasar pada Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, tapi juga
didasarkan pada Pasal VI jo Pasal V ayat (2) b Konvensi Néw
York dan masih ada dasar lain yaitu ketentuan UNCITRAL
Arbitration Rules.

2. Menurut Pasal 20 JOC dan Pasal 12.1 ESC disebutkan,
bahwa: “Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia”,

sehingga upaya pembatalan putusan arbitrase internasional di
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Pengadilan Negeri Indonesia adalah sudah tepat, dengan dasar
hukum Pasal V Konvensi New York.

3. Memperhatikan Pasal V ayat (1) Konvensi New York dapat
disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan
pada pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri, karena
badan ini yang akan melakukan eksekusi putusan arbitrase
tersebut. Hal ini sesuai dengan jiwa Konvensi New York. |

4. Menurut majelis, hakim arbitrase Jenewa telah melampaui
kewenangannya (exceeds its powers), karena tidak
mempergunakan hukum Indonesia.

5. Menurut Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan Pasal 4
ayat (2) PERMA 1/1990, bahwa putusan arbitrase dapat
ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum.

6. Yang dimaksud dengan ketertiban umum nienurut majelis
hakim adalah Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5
Tahun 1998 yang dil;eluarkml oleh Pemerintah Republik
Indonesia atas permintaan International Monetary Fund
(IMF), yang bertujuan mengatasi beban negara yang sedang
dilanda krisis moneter.

Maka pihak Pertamina tidak perlu untuk membayar seluruh denda yang
diawajibkan setelah keluarnya putusan arbitrase Jenewa. Lalu pihak

Karaha Bodas mengajukan banding kepada Mahkamah Agung yang
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menghasilkan putusan No: 01/BANDING/WASIT.INT/2002 pada tanggal
8 Maret 2004 yang memenangkan pihak Karaha Bodas, yang berarti
Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Yang menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam
memutus perkara tersebut adalah:

1. Putusan arbitrase yang dimohon pembatalannya dalam
gugatan perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Arbitrase adalah merupakan putusan abitrase internasional,
yang dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan dalam
Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 yang mengatur tentang
pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia.

2. Menurut Konvensi New York yang sudah diratifikasi di
Indonesia, dalam Pasal V ayat (1) e, dinyatakan bahwa
pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan
pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional adalah
pengadilan di negara atau hukum negara mana putusan itu
dibuat.

Berdasarkan latar belakarig permasalahan di atas dapat diambil

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan competent authority menurﬁt
Undang-undang No. 30 tahun 1999 dan Konvensi New York

1958?
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2. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki competent

authority dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa?

1.2 Penjelasan Judul

Competent Authority Dalam Kasus Karaha Bodas Vs Pertamina.
Competent Authority yang berarti kewenangan di mana akan dilakukan
suatu proses peradilan. Jika dalam kasus Karaha Bodas Vs Pertamina, di
mana akan dilakukan suatu proses pembatalan putusan arbitrase asing,
yang dalam hal ini putusan arbitrase Jenewa. “Competent Authority”
dalam pasal VI menunjuk pada pasal V ayat ( 1) (e ) Konvensi New York
berarti otoritas kepada siapa suatu permohonan untuk pembatalan dari
putusan bersangkutan telah diajukan.

Competent Authority menurut BLACK’s Law Dictionary:

“As Applied to courts and public officers, this term imports

Jurisdiction and due legal authority to deal with the particular

matter in question”."”?
Jadi competent authority bisa diartikan suatu yurisdiksi dalam
menyelesaikan suatu sengketa.

Dalam kasus Karaha Bodas Vs Pertamina competent authority
menjadi sangat penting, karena hal tersebut menjadi dasar putusan

Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat.

2 Henry Campbell Black, Op Cit, h. 284
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1.3 Alasan Pemilihan Judul

Judul ”Competent Authority dalam Kasus Karaha Bodas Vs
Pertamina” dipilih untuk memberi penjelasan kepada pembaca mengenai
competent authorify dalam hukum arbitrase pada umumnya, khususnya
dalam pembatalan putusan arbitrase asing menurut hukum Indonesia.

Judul tersebut dipilih juga karena terdapat perbedaan pendapat
dalam dua putusan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan
Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menganggap bahwa pembatalan putusan arbitrase Jenewa merupakan
kompetensinya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung, bahwa
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak memiliki competent
authority dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa. Maka, dalam
putusannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat.

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyarataﬁ
akademik dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya. Dan juga untuk memberikan sumbangé.n
pikiran bagi pembaca mengenai competent authority. Diharapkan skripsi
ini dapat menambah pemahaman serta waw:san tentang competent

authority dan hukum arbitrase.
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1.5 Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif,
yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan yang berlakl; serta yurisprudensi, dalam hal ini
adalah:

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi New York 1958, Putqsan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst dan

Putusan Mahkamah Agung No: 01/BANDING/WASIT.INT/2002.

. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat digolongkan menj: di 2 ( dua ) yaitu:

Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.
Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta
yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan sumber
bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang antara lain: literatur-
literatur, tulisan ilmiah, majalah-majalah dan artikel yang ada di situs-situs

internet yang berhubungan dengan competent authority dan arbitrase.

. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi

kepustakaan.
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d. Analisis
Bahan hukum yang didapat tersebut kemudian dianalisis secara
yuridis normatif. Teknik ini digunakan dengan menganalisis permasalahan
Pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikaitkan

dengan Undang-undang Arbitrase dan Konvensi New York 1958.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibagi dalam 4 Bab, agar lebih sistematis dan mudah dipaharhi.

Bab 1 sebagai pendahuluan berisi gambaran umum dari
permasalahan pokok. Bab ini dibagi menjadi 6 sub bab. yaitu
permasalahan: latar belakang dan rumusan masalah. Sub bab kedua
tentang penjelasan judul, hal ini untuk memahami dan membatasi
pengertian dari judul skripsi. Sub bab ketiga tentang alasan pemilihan
judul. Sub bab keempat adalah tujuan penulisan, dimaksudkan untuk
mengetahui untuk skripsi ini ditulis. Sub bab kelira tentang metode yang
digunakan dalam menyusun skripsi dan pedoman yang dipakai dalam
melakukan pendekatan masalah. Sub bab keenam adalah tentang
pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menjelaskan tentang permasalahan pertama mengenai
pengaturan tentang competent authority dalam Undang-undang No. 30
Tahun 1999. Kemudian akan dijelaskan mengenai pengaturan mengenai

competent authority dalam Konvensi New York 1958.
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Bab III adalah analis dari rumusan masalah yang kedua yaitu
mengenai karakteristik putusan arbitrase Jenewa serta competent authoriiy
dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dipaparkan bagaimana karakter dari
putusan arbitrase Jenewa, kemudian kompetensi dari Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat agar dapat diketahui siapa yang memiliki competent
authority dalam membatalkan putusan arbitrase Jerewa.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang bl-)'erisi
kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selain itu juga
diberikan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas

dalam skripsi ini.
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BAB II
PENGATURAN COMPETENT AUTHORITY DALAM UNDANG-

UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 DAN KONVENSI NEW YORK 1958

Kasus Karaha Bodas melawan Pertamina yang terus bergulir dari
sidang arbitrase di Jenewa sampai dengan keluamya putusan Mahkamah
Agung di Indonesia terdapat satu keunikan, yaitu meryangkut persoalan
competent authority, yang dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili putusan arb’trase Jenewa.

Dalam bab ini saya membahas menganai pengaturan competent
authority tersebut dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
Peraturan-peraturan yang berlaku t>rsebut itu adalah Undang-undang No.
30 Tahun 1999 mengenai Arbitrasé dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
dan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui
Keppres No. 34 Tahun 1981.

2.1 Pengaturan Competent Authority dalam Undang-Undang No. 30
Tahun 1999

Keluarnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang di dalamnya
mengacu pada Perma No. 1/1990. Tapi Undang-undang No. 30 Tahun
1999 tidak secara tegas menyatakan bahwa Perma No. 1/1990 tidak lagi
berlaku.

Sebelum membahas mengenai pengaturan competent au{hority

dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase -dan
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Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya akan saya bahas

dengan Undang-undang Arbitrase, akan saya bahas dahulu apa saja yang

diatur dalam Undang-undang Arbitrase.

Substansi Undang-Undang Arbitrase dibagi menjadi 11 bab, yaitu:

i

2.

9.

Ketentuan Umum

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar
Acara Yang Berlaku Di Hadapan Majelis Arbitrase
Pendapat dan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pembatalan Putusan Arbitrase

Berakhirnya Tugas Arbiter

Biaya Arbitrase

10. Ketentuan Peralihan

11. Ketentuan Penutup

Terdapat 82 pasal yang mengatur mengenai arbitrase dan

penyelesaian sengketa alternatif. Tapi apakah di antara kedelapanpuluhdua

pasal tersebut terdapat pasal yang mengatur mengenai competent

authority.

Dalam Bab I, yang berisi Ketentuan Umum, mengatur tentang

definisi-definisi, dan pengaturan arbitrase sccara umum. Bab I ini terdiri

dari 5 pasal, dimulai dari Pasal 1 sampai Pasal 5. Pasal 1 berisi mengenai

definisi-definisi, Pasal 2 berisi apa yang diatur dalam Undang-Undang

SKRIPSI
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Arbitrase, Pasal 3 berisi ketidak berwenangan Pengadilan Negeri untuk
mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, Pasal 4
berisi bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dengan
perjanjian tertulis antara dua belah pihak yang bersengketa terlebih ciahulu,
dan Pasal 5 berisi tentang ruang lingkup penyelesaian sengketa artitrase, -
yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan.

Bab Il membahas tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam
bab ini hanya terdapat 1 pasal, yaitu Pasal 6 yang terbagi menjadi 9 angka.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sengketa dapat diselesaikan
melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif
itu bisa diselesaikan melalui pertemuan langsung (negosiasi) dengan
waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan
tertulis, lalu jika negosiasi tidak dapat diselesaikan maka para pihak bisa
meminta bantuan pada seorang mediator. Penyelesaian sengketa melalui
bantuan seorang mediator (mediasi) harus dapat diseleszikan dalam jangka
waktu 30 hari dan hasilnya juga harus ditulis dalam suatu kesepakatan
tertulis yang ditandatangani semua pihek yang terkait dan wajib
didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak
tanggal penandatanganan. Jika semua usaha penyelesaian sengketa
alternatif tersebut di atas telah dilakukan tapi verdamaian belum dapat
dicapai maka mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase

atau arbiwrase ad-hoc.
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Bab III mengenai Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak
Ingkar. Bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Syarat Arbitrase.
Bagian pertama ini terdapat 5 pasal, yaitu Pasal 7 sampai
dengan pasal 11. Dalam bagian ini diatur mengenai apa saja
yang menjadi syarat arbitrase.

2. Pengangkatan Arbiter.
Bagian kedua mengatur mengenai syarat pengangkatan arbiter
mulai dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 21.

3. Hak Ingkar.
Bagian ketiga, yang terdiri dari 5 pasal, mulai dari Pasal 22
sampai dengan Pasal 26 mengatur tentang hak ingkar, kepada

siapa hak ingkar diajukan, bagaimana mengajukan hak ingkar.

Bab IV yang berisi tentang Acara Yang Berlaku Di Hadapan
Majelis Arbitrase dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Acara Arbitrase dan Saksi
dan Saksi Ahli. Bagian pertama yang mengatur tentang acara arbitrase
terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 48. Yang diatur dalam pasal-
pasal tersebut antara lain mengenai bahasa, cara pemeriksaan arbitrase,
serta jangka waktu pemeriksaan. Dalam bagian kedua yang mengatur
mengenai saksi dan saksi ahli terdapat dalam Pasal 49 sampai denga_n
Pasal 51. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur mengenai prosedur

pemanggilan saksi dan saksi ahli.
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Bab V berisi tentang Pendapat dan Putusan Arbitrase, dan terdiri
dari 7 pasal mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 58. Bab ini mengatur
mengenai pendapat yang dapat dimohonkan para pihak, pendapat tersebut
mengikat dari lembaga arbitrase dan tidak dapat dilakukan perlawanan
melalui upaya hukum apapun. Sedangkan mengenai putusan arbitrase,
Undang-undang ini mengatur apa saja yang harus dimuat dalam suatu
putusan arbitrase, jangka waku pengucapan putusan, jangka waktu koreksi
putusan.

Bab VI berisi tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Dari Pasal 59
sampai Pasal 69 Undang-undang Arbitrase mengatur mengenai
pelaksanaan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional.
Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59
sampai Pasal 64, mulai dari pendaftaran putusan abitrase oleh arbiter atau
kuasanya sampai dengan putusan arbitrase tersebut memiliki kekuatan
hukum tetap. Lalu mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional,
diatur dari Pasal 65 sampai Pasal 69, mulai dari siapa yang berwenang
menangani pelaksanaan putusan arbitrase internasional sampai dengan tata
cara penyitaan.

Bab VII mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase terdiri dari 3
pasal, mulai dari Pasal 70 sampai Pasal 72. Hal-hal yang diatur antara lain
adalah mengenai alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan, jangka

waktu permohonan pembatalan, kepada siapa permohonan pembatalan

diajukan.
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Bab VIII mengenai Berakhirnya Tugas Arbiter, yang diatur dalam
Pasal 73 sampai Pasal 75, mengatur tentang kapan tugas arbiter berakhir.
Dan dalam Pasal 75 diatur juga bagaimana jika arbiter meninggal dunia.

Bab IX tentang Biaya Arbitrase yang hanya ada 1 pasal yang
mengatur siapa yang menentukan biaya arbitrase, biaya itu meliputi apa
saja, dan siapa yang harus membayar biaya tersebut.

Bab X mengenai Ketentuan Peralihan dan Bab XI mengenai
Ketentuan Penutup.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memuat beberapa ketentuan
pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagai perluasan dari isi Perma No.
1/1990, dengan isi pokok sebagai berikut :

1. Eksekusi putusan arbitrase internasional cukup melalui
exequatur Ketua PN (Pasal 66 huruf d), tetapi jika putusan itu
menyebut salah satu pihak adalah Negara RI, maka exequatur
itu diterbitkan Ketua MA (Pasal 66 huruf e); Perma No. 1/1990
menentukan yang menandatangani exequatur di MA adalah
Ketua MA atau Wakil Ketua MA atau TUADA-DATLIS atas
penugasan Ketua MA.

2. Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dieksekusi di
Indonesia adalah:

a. Putusan dari negara yang terikat dengan Convention of New
York 1958; Perma No. 1/1990 menentukan pelaksanaan
eksekusi didasarkan pada asas timbal balik (resiprositas).

b. Ruang lingkup sengketa terbatas hukum perdagangan
antara lain mencakup perniagaan, perbankan, keungan,
penanaman modal industri, hak kekayaan intelektual.

c. Putusan a quo tidak bertentangan dengan ketertiban umum
(Pasal 66 huruf b dan e).

3. Penetapan exequatur Ketua PN Jakarta Pusat tidak dapat
diajukan banding atau kasasi (Pasal 68). '

4. Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat yang menolak exequatur
putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasai (Pasal 68
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ayat 3) dan bahwa putusan exequatur dari Ketua MA tidak ada
upaya perlawanan (Pasal 68 ayat (4))."

Beradasarkan pembahesan di atas, dapat simpulkan bahwa dalam
Undang-undang Arbitrase yang berlaku sampai saat ini tidak mengatur
mengenai competent authority untuk membatalkan butusan arbitrase
internasional. Mengenai pembatalan putusan arbitrase, hal tersebut diatur
dalam Pasal 70 sampai Pasal 72. Dalam pasal-pasal tersebut hanya disebut
putusan arbitrase, tidak ada penjelasan secara rinci yang dimaksud itu
putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional. Dengan
fidak disebutkannya secara tegas apakah pembatalan tersebut berlaku
untuk pembatalan arbitrase nasional dan atau internasional, maka ada yang
berpendapat pembatalan putusan arbitrase yang tercantum dalam pasal-
pasal tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional maupun
internasional dan ada juga yang berpendapat berlaku untuk nasional saja.
Argumentasinya, Undang-undang Arbitrase hanya sedikit mengatur
mengenai arbitrase internasional.'*

Sedangkan mengenai putusan arbitrase internasional, hal tersebut
hanya diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 69. Itupun hanya mengatur
mengenai pelaksanaan dan pengakuan sebuah putusan arbitrase
internasional di negara kita. Berdasarkan Pasal 65 Undang-un;iang
Arbitrase, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di

wilayah hukum Republik Indonesia harus diajukan melalui Pengadilan

B H. P Panggabean, Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia,
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Qktober-November 2002, YPHB, 2002, h, 75

** Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, Op Cit, h. 26
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Negeri Jakarta Pusat. Dan itu berarti pintu masuk bagi pengakuan dan
pelaksanaan putusan arb‘trase internasional di wilayah Republik Indonesia
hanyalah Pengadilan Jakarta Pusat. Berbeda dengen Belgia yang memuat
ketentuan secara tegas mengenai kewenangan pembatalan oleh pengadilan
Belgia, pada paragraf 4 Pasal 1717 Judicial Code:"

“The Belgian courts can take cognizance of an application to set aside if
only at least one of the parties to the dispute decided in the arbitral award
is either physical person having Belgian nasonality or residing in
Belgium, or legal person formed in Belgian or branch (succursale) or
some seat of operation there”

Dengan kata lain, pembatalan putusan arbitrase asing
dimungkinkan dilakukan di Belgia selama salah satu pihak berasal dari
Belgia. N

2.2 Pengaturan Competent Authority Dalam Konvensi New York 1958

Konvensi New York 1958 telah diratifikasi dengan Keputusan
Presiden No. 34 Tahun 1981. Dengan telah diratifikasinya Konvensi New
York 1958, maka Konvensi New York 1958 menjadi hukum positif di
Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia memakai hukum
tersebut sebagai landasan untuk memutus perkara antara Karaha Bodas
dengan Pertamina, selain memakai Undang-Undang Arbitrase.

Alasan-alasan yang mendorong Indonesia ikut serta dalam

Konvensi New York 1958 adalah:
1. Diundangkannya Undang-undang No.l Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing.

15 Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, Loc Cit.
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2. Indonesia ikut serta pada Konvensi Tentang Penyelesaian
Perselisihan Antara Negara dengan Warga Negara Asing
Mengenai Penanaman Modal Asing, Undang-undang No.. 32
Tahun 1968.

3. Kedudukan Indonesia sebagai anggota PBB yang tidak ingin
terkucilkan dari perkembangan dan pergaulan dunia
internasional.

4. Adanya kecenderungan negara-negara modern (termasuk
negara-negara anggota ASEAN) yang telah menjadi peserta
Konvensi New York 1958.

Mengenai competent authority yang menjadi pokok bahasan dalam
skripsi ini tertulis dalam Konvensi New York 1958 yang terdiri dari dua
belas pasal. Pasal-pasal yang terdapat pengaturan tentang competent
authority yaitu pada Pasal V dan VI.

Pasal V Konvensi New York 1958 disebutkan bahwa:

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at
the request of the party against whom it is invoked, only if that
party furnishes to the competent authority where the
recognition and enforcement is sought, proff that:

a. The parties to the agreement referred to in article II were,
under the law applicable to them, under some incapacity,
or the said agreement is not valid under the law to which
the parties have subjected it or, failing any indication
thereon, under the law of the country where the award was
made; or

b. The party against whom the award is invoked was not given
proper notice of the appointment of the arbitrator or of the

arbitration proceedings or was otherwise unable to present
his case; or

' Tinneke Louise Tuegeh Longdong, Op Cit, h. 44
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c. The award deals with a difference not contemplated by or

not failing within the terms of the submission to arbitration,

or it contains decision on matters beyond the scope of the
subcomission to arbitration, proved ihat, if the decisions on
matters submitted to arbitration can be separated from
those not so submitted, that part of the award which
contains decisions on matters submitted to arbitration may
be recognized and enforced; or

The composition of the arbitral authority of the arbitral
procedure was not in accordance with the agreement of the
parties, or, failing such agreement, was not in accordance

with law of the law of the country where the arbitration
took place; or

The award has not yet become binding on the parties, or
has been set aside or suspended by a competent authority of
the country in which, or under the law of which, that award
was made.

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also he
refused if the competent authority in the country where
recognition and enforcement is sought finds that:

a. The subject matter of the difference is not capable of
settlement by arbitration under the law of that country;
or

b. The recognition or enforcement of the award would be
country of the public policy of that country."’

Pasal VI Konvensi New York 1958 disebutkan bahwa:

“If an application for the setting aside or suspension of the award has
been made in a competent authority reffered to in art Ic V (1) (e), the
authority before which award is sought to be relied upon may, if it
considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award,
order the other party to give suitable security.”'®

Dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 tercantum

secara mendetil tentang dasar-dasar competent authority untuk menolak

pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara tersebut. Sedangkan Pasal V

ayat (2) Konvensi New York 1958 mengatur dasar-dasar penolakan

pelaksanaan putusan arbitrase yang antara la'n, jika masalah yang

' Lihat Pasal V Konvensi New York 1958
18 Lihat Pasal VI Konvensi New York 1958
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disengketakan menurut hukum dari negara di tempat mana permohonan
diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui forum arbitrase dan pengakuan
dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang bersangkutan bertentangan
dengan ketertiban umum atau public policy.

Dibandingkan dengan Konvensi New York 1958, Undang-undang
Arbitrase lebih bersifat limitatif dalam mengatur dasar-dasar suatu putusan
arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia seperti yang
dinyatakan dalam Pasal V Konvensi New York 1958."° Undang-undang
arbitrase hanya mengatur secara terbatas tentang dasar yang digunakan
pengadilan untuk menolal putusan arbitrase asing, dan tidak
diperkenankan bagi pihak yang telah dinyatakan default untuk melakukan
perlawanan terhadap putusan arbitrase asing.?’

Berdasarkan aturan di atas, Hikmahanto Juwana berpendapat
bahwa salah satu pihak dapat meminta penundaan pelaksanaan putusan
arbitrase, apabila sebuah yurisdiksi sedang memeriksa keberatan atau
permohonan pembatalan. la menegaskan bahwa Konvensi New York tidak
mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase.?’ Rumusan-rumusan di
atas mengatur mengenai penolakan pelaksanaan putusan oleh pengadilan
(competent authority) berdasarkan beberapa alasan prosedural, misalnya

ada kekeliruan prosedur dalam penunjukan arbiirase. Suatu putusan

1% Sebagaimana dikutip oleh Feby Parera, Penolakan Atas Pengakuan & Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Internasional di Indonesia (Analisa Sengketa Antara D). & F.Man (Sugar) Melawan
Yani Haryanto), Skripsi, Surabaya, 2004, h. 30

2 Lihat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999

?! Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, Loc Cit.
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arbitrase dimungkinkan untuk ditolak apabila eksekusinya di suatu negara
bertentangan dengan kepentingan umum di negara tersebut. Namun, saat
membicarakan arbitrase tidak dapat terlepas dari Lex Arbitri atau hukum
dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sungketa melalui arbitrase.
Menurut Himahanto Juwana, dalam membicarakan hukum yang terkait
dengan arbitrase setidaknya paling tidak ada tiga jenis hukum yang
berlaku. Pertama adalah hukum muteriil (substansive law) yang digunakan
untuk memutus perkara oleh arbitér. Hukum materiil ini bisa ditentukan
oleh para pihak yang bersengketa dalam kontrak yang dikenal dengan
istilah Governing Law, atau apabila tidak disepakati oleh para pihak
ditentukan oleh arbiter. Kedua adalah hukum acara (Procedural Law) yang
mengikat bagi para arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan
hingga putusan. Hukum acara ini sering disebut dengan Curial Law.
Ketiga adalah hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian
sengketa melalui arbitrase. Istilah latin untuk merujuk ini adalah Lex
Arbitri?

“Lex Arbitri merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari
negara tempat arbitrase diselenggarakan. Lex Arbitri ini menentukan
apakah perjanjian arbitrase sah; apakah sengketa tertentu dapat
diselesaikan melalui arbitrase; apakah pengadilan akan memberikan upaya
hukum provisional/sementara; apakah harus ada putusan yang berdasarkan

pertimbangan yang beralasan; apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau
kembali mengenai materinya atau dasar-dasar lainnya™*

* Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional,
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-November 2002, YPHB, 2002, h. 68

® Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, Rajawali Pers, Jakarta,
2001, h. 51
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BAB III
COMPETENT AUTHORITY DALAM PEMBATALAN PUTUSAN

ARBITRASE JENEWA (KASUS KARAHA. BODAS VS PERTAMINA)

3.1 Karakteristik Putusan Arbitrase Jenewa

Dalam sengketa Karaha Bodas melawan Pertamina yang
diselesaikan melalui penyelesaian sengketa aliernatif yang dalam hal ini
melalui arbitrase. Sengketa tersebut diselesaikan oleh Tribunal Arbitrase
berdasar UNCITRAL Arbitration Rules sesuai dengan Pasal 13.1 Kontrak
Operasi Bersama antara Karaha Bodas Company, L.L.C (Karaha Bodas)
dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).
Pihak Karaha Bodas mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan
kepada Tribunal Arbitrase Internasional di Jenewa, Swiss. Pada tanggal 18
Desember 2000, Tribunal Arbitrase di Jenewa telah mengeluarkan Final
Award (putusan arbitrase), dan putusan arbitrase tersebut dikategorikan
sebagai putusan arbitrase internasional.

Apa yang dimaksud sebagai putusan arbitrase internasional.
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 disebutkan definisi putusan arbitrase
internasional, yaitu:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh
suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum
Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter

perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap
sebagai suatu putusan arbitrase internasional”**

* Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999
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Definisi tersebut senada dengan definisi dalam Perma No. 1/1990 yang
mendefinisikan putusan arbitrase asing sebagai putusan arbitrase yang
dijatuhkan (diambil) di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Konvensi New York,
yang dikatakan putusan arbitrase internasional adzlah:

“(1) This Convention shall apply to the recognition and enforcement of
arbitral awards made in the territory of the State other than the State
where the recognition and enforcement of such awards are sought, and
arising out of the differences bethveen person, whether physical or legal. It
shall also upply to arbitral awards not considerea as domestic awards in
the State where their recognition and enforce meni are sought.

(2) The term “arbitral awards” shall include not only awards made by
arbitrators appointed for each case but also those made by permanent
arbitral bodies to which the parties have submitted.”

Putusan arbitrase internasional bisa diartikan bahwa putusan
tersebut diumbil dalam forum arbitrase internasional. Membahas tentang
arbitrase internasional dalam model hukum arbitrase UNCITRAL, maka
yang termasuk arbitrase internasional harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

1. Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi
sengketa, pa-a pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang
berbeda, atau

2. Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di
luar tempat bisnis para pihak, atau

3. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak
berada diluar bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat
terkait dengan tempat yang berada di luar tcmpat bisnisnya para
pihak, atau

4. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok
persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih
dari satu negara.26

% Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Konvensi New York 1958
% Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), PT. Citra Adltya
Bakti, Bandung, 2003, h. 184
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BANI menyediakan diri untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus
internasional, khususnya jika salah satu pihak dalam sengketa tersebut
adalah berasal dari negara dimana arbitrase nasional tersebut berada. Tapi
ada badan arbitrase yang didesain khusus untuk perkara;pérkara
internasional, di antaranya adaleh sebagai berikut:

1. International Chamber of Commerce (ICC) didirikan pada tahu

1923, .
2. London Court of International Arbitration (LCIA) didirikan
pada tahun 1892.
3. Australian Centre for International Commercial Arbitration
(ACICA) di Australia.

4. Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang
didirikan pada tahun 1991.

5. Regional Centre for Arbitation di Kuala Lumpur, yang
didirikan pada tahun 1978.

6. Regional Centre for Arbitration di Kairo, atau yang disebut
dengan Asian-African Legal Consultative Committee.

7. British Columbia International Commercial Arbitration Centre,
yang didirikan pada tahun 1986. i

8. Hongkong International Arbitration Centre di Hongkong, yang
didirikan pada tahun 1985.

9. China International Economic and Trade Arbitration
Commission (CIETAC).

10. Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).

11. The International Centre for the Settlement of Investment
Dispates (ICSID).

12. Interamerican Commission on Commercial Arbitration.

13. The International Commercial Arbitration Court (ICAC) di
Rusia.

14. The Arbitration (Tretejskyi) Court for Settlement of Economic
Disputes di Rusia.”’

%7 Ibid, h. 185
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Putusan arbitrase Jenewa sebagai putusan arbitrase internasional
memiliki asas-asas umum dalam hal pelaksanaannya. Asas-asas tersebut
adalah:

1. Asas Final dan Binding

Asas ini tercerxpin pada Article 111 Konvensi New York
1958 yang menyatakan bahwa “each Contracting State shall
recognize arbitral award as binding and enforce them”. Hal
tersebut berarti bahwa setiap negara anggota konvensi harus
mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang
mengikat dun mempunyai eksekusi terhadap para pihak.

Sedangkan pada Perma No. 1/1990 menyatakan bahwa
setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan
dan eksekusinya di Indonesia dienggap sebagai putusan
arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap.

Asas tersebut juga tercermin pada Pasal 68 ayat (1)
Undang-undang Arbitrase, yaitu: |
“Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan
melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat
diajukan banding atau kasasi”?®

Tapi dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Arbitrase,

dapat diajukan kasasi terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat

% Lihat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999
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yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu
putusan arbitrase asing. Pasal ini mendasari pengajuan kasasi
yang diajukan oleh pihak Karaha Bodas, karena dalam sengketa
itu, Ketua PN Jakarta Pusat “menolak™® putusan arbitrase
Jenewa.

2. Asas Resiprositas

Asas ini tercermin dalam Pasal 66 huruf a Undang-
undang Arbitrase, pasal tersebut menyatakan bahwa putusan
arbitiase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di
wilayah hukum Indonesia, jika memenuhi syarat yaitu putusan
itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara
yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik
secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuari dan
pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Asas resiprositas berarti adanya ikatan hubungan timbal
balik, yang berarti jika negara kita mau mengakui putusan
arbitrase asing, maka negara asing itupun juga mengakui
putusan arbitrase negara kita. Maka dari itu sangat diperlukan
hubungan bilateral dan n;ultilateral dengan Indonesia di bidang
arbitrase.

Selain berarti adanya ikatan hubungan timbal balik, asas

ini juga pencerminan prinsip kedaulatan dan kedaulatan

¥ Baca: membatalkan
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hukum, dan pencerminan nilai-nilai hukum internasional yang
berlaku secara universal dan diakui keberadaannya oleh seluruh
negara-negara di dunia dan berlaku dalam bidang kehidupan
antar bangsa.

Asas ini juga tercantum dalam Pasal I ayat (3) Konvensi
New York yang menyatakan:
“any state may on the basis reciprocity declare thai it will
apply the Convention to recognition and enforcement of

awards made only in territory of unother Contracting State”°

Tapi meskipun konvensi tersebut telah diratifikasi oleh
pemerintah di Indonesia, tetap saja eksekusi putusan arbitrase
asing masih belum dapat dijalankan oleh pengadilan Indonesia,
seperti dalam kasus PT. Niswar lawan Navigation Maritime
Bulgare. Dalam kasus tersebut terdapat pertimbangan hukum
sebagai berikut:

“Bahwa, pada azasnya sesuai dengan Yurisprudensi di
Indonesia putusan Pengadilan asing dan putusan hakim
Arbitrase Asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali
kalau antara republik Indonesia dengan negara asing yang
bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan
pengadilan Asing /putusan hakim arbitrase asing.

Bahwa selanjutnya mengenai Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan
lampirannya tentang mengesahkan “Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”
sesuai denganpraktik hukum yang berlaku rasih harus ada
peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi
asing dapat diajukan langsung pada pengadilan neg.ri, kepada

3 Lihat Pasal I ayat 3 Konvensi New York 1958
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pengadilan negeri yang mana ataukah permohonan eksekusi
tersebut diajukan ke Mahkamah Agung...”!

Terhadap putusan tersebut muncul banyak kritikan baik dari
pihak luar maupun dari phak dalam negeri. Sampai pada
akhirnya Mahakamah Agung RI menerbitkan Perma No.1/1990
untuk mengisi kekosongan tersebut di atas.
3. Putusan Terbatas Sepanjang Hukum Dagang

Putusan arbitruse internasional yang diakui dan bisa
dilaksanakan di Indonesia harus yang menurut hukum Kkita
termasuk dalam kasus atau ruang lingkup dagang atau
pefdagangan atau ekonomi. Asas ini tercermin dalam Pasal 66
huruf b Undang-undang Arbitrase yang .nenyatakan bahwa
putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang
menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup
hukum perdagangan.

Asas ini berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Perma No.
1/1990 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase asing yang
dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia hanya sengketa yang

timbul dalam ruang lingkup hukum dagang.

3! Selanjutnya, dalam putusan—putusan terhadap penolakan eksekusi patusan arbitrase asing di
Indonesia pengadilan mendasarkan pertimbangannya pada pertimbangan Mahkamah Agung
tersebut, contohnya seperti penolakan permohonan eksekusi yang dijatukan dalam kasus E.D & F.
MAN (SUGAR) Limited lawan Yani Hartanto, putusan badan arbitrase the Counsil of refined
Sugar Association tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agur.g dengan alasan yang sama dengan
alasan MA di atas. Selanjutnya lihat Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, h.
284
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Patokan apakah kasus tersebut masuk dalam ruang
lingkup hukum dagang adalah ditentukan oleh sistem tata nilai
hukum Indonesia, bukan sistem tata nilai hukum di mana
putusan itu dijatuhkan. Penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-
undang Arbitrase memberikan batasan ruang lingkup hukum
dagang tersebut, yaitu:

a. Perniagaan

b. Perbankan

c. Keuangan

d. Penanaman modal

e. Industri

{. Hak kekayaan intelektual.

Tapi ada yang perlu diperhatikan, bahwa sekarang ini ruang
lingkup hukum dagang mengalami perkembzngan yang pesat.
Kita harus mengantisipasi perkembangan hukum dan dunia
perdagangan.

4. Asas Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah,
dalam bahasa Belanda disebut openbaar orde, dalam bahasa
Prancis ordre public, dalam bahasa Jerman vorbehaltklausel,
dan di negara-negara dengan sistem common law disebut

public policy.> Di sini openbaar orde jika diartikan secara per

= Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1989, L. 73.
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kata yaitu openbaar yang berarti terbuka untuk umum dan orde
yang berarti keadaan teratur (tertib). Sedanglkan istilah policy
dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari
faktor-faktor politis®® dalam hal menentukan ada tidaknya
ketertiban umum.

Asas ini tercermin pada Pasal 66 huruf ¢ Undang-
undaag Arbitrase. Pasal tersebut menyatakan behwa putusan
arbitase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia
terbatas pada ketenwan yang tidek bertentangan dengan
kepentingan umum (openbaar orde).

Dalam Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1/1990 dinyatakan
bahwa putusan arbifrase asing hanya dapat dilaksanakan
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pasal
tersebut merupakan penegasan dari Pasal V ayat (2) huruf b
Kdnvensi New York 1958 yang menyatakan “the recognition
or enforcement of the «ward would be country of the public
policy of that country”.

Hal tersebut berarti jika ada putusan arbitrase asing
yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia,

permintaan eksckusinya harus ditolak.

33 Sebagaimana dikutip oleh Tinneke Louise Tuegeh Longdong, Op Cit, h. 97.
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5. Tata cara Pemberian Eksekuatur

Putusan arbitrase Jenewa sebagai putusan arbitrase
internasional, dalam permohonan pelaksanaannya dilaksanakan
setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter
atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Arbitrase
menyatakan bahwa penyampaian berkas permohonan
pelaksanaan itu harus disertai dengan:

a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase
internasional, sesuai ketentuan tentang otentifikasi
dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya
dalam bahasa Indonesia;

b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang
menjadi dasar putusan arbitrase dengan disertai
naskah terjemahan res.ninya dalam bahasa
Indonesia;

c. Keterangan dari perwakilan Diploinatik Indonesia
di negara yaug menyatakan bahwa negara pemohon
terikat pada plerjanjian, taik secara bilateral maupun
multilateral dengan negara Republik Indonesia
perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase internasional.
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3.2 Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Competent Authority menjadi bahasan yang sangat menarik ketika
kasus Karaha Bodas melawan Pertamina mencapai putusan Mahkamah
Agung. Sengketa Karaha Bodas melawan Pertamina bergulir bagaikan
bola salju, semulanya hanya wanprestasi dari pihak Pertamina yang
melakukan penangguhan proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi
berdasarkan Keputusan Presiden dengan alasan krisis ekonomi, menjadi
besar karena putusan aritrase Jenewa yang imewajibkan pihak Pertamina
membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak Karaha Bodas sebesarUS$
270 juta dan pihak Pertamina meminta pembatalan kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, dan pembatalan tersebut dikabulkan dalam putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor registrasi
86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar
majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut adalah:

1. Dalam eksepsi dari Karaha Bodas, Majelis berpendirian bahwa
pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak hanya berdasar
pada Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, tapi juga didasarkan
pada Pasal VI jo Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan
masih ada dasar lain yaitu ketentuan UNCITRAL Arbitration
Rules.

2. Menurut Pasal 20 JOC dan Pasal 12.1 ESC disebutkan, bahwa:
“Perjanjian ini tunduk pada Hukuro Indonesia”. Sehingga

upaya pembatalan putusan arbitrase internasional di Pengadilan
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Negeri Indonesia adalah sudah tepat, dengan dasar hukum

Pasal V Konvensi New York.

. Memperhatikan Pasal V ayat (1) Konvensi New York dapat

disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan
pada pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri, karena
badan ini yang akan melakukan eksekusi putusan arbitrase

tersebut. Hal ini sesuai dengan jiwa Konvensi New York.

. Menurut majelis, hakim arbitrase Jenewa telah melampaui

kewenangannya (exceeds its powers), karena tidak

mempergunakan hukum Indonesia.

. Menurut Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan Pasal 4

ayat (2) PERMA 1/1990, bahwa putusan arbitrase dapat ditolak

jika bertentangan dengan ketertiban umum.

. Yang dimaksud dengan ketertiban umum menurut majelis

hakim adalah Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5
Tahun 1998 yaug dikeluarkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia atas permintaan IMF, yang bertujuan mengatasi

beban negara yang sedang dilanda krisis moneter.

Lalu pihak Karaha Bodas mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung

yang akhirnya Mahakamah Agung memutuskan untuk membatalkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

SKRIPSI
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Dalam pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu,
Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat. Yang
menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memutus
perkara tersebut adalah:

1. Putusan arbitrase yang dimohon pembatalannya dalam gugatan
perkara ini sesuai dengan ketentuan TJndang-undang Arbitrase
adalah merupakan putusan abitrase internasional, yang dalam
undang-undang terscbut hanya disebutkan dalam Pasal 65
sampai dengan Pasal 69 yang mengatur tentang pengakuan dan
pelaksanaannya di Indonesia.

2. Menurut Konvensi New York yang sudah diratifikasi di
Indonesia, dalam Pasal V ayat (1) e, dinyatakan béhWa
pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan
pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional adalah
pengadilan di negara atau hukum negara mana putusan itu
dibuat.

Maka dari itu pertama-tama kita haru menelaah kompetensi absolut
dari Pengadilan Negeri. Dalam sistem hukum Indonesia menurut Undang-
undang No. 14 Tahun 1970 terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum.

2. Peradilan Agama.

3. Peradilan Militer.
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4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dalam
lingkup perdata dan perkara pidana dengan pihak masyaral:at sipil (bukan
militer). Sedangkan Peradilan Agama tugasnya mengadili perkara yang
dihadapi oleh orang-orang Islam ter‘utama dalam bidang hukum keluarga.
Peradilan Militer tugasnya mengadili perkara yang dilakukan oleh Hukum
Pidana Militer. Peradilan Tata Usaha Negara tugasnya mengadili perkara
atas perbuatan melawan hukum oleh pegawai tata usaha ncgara.3 4

Dalam lingkup Peradilan Umum terdapat 3 (tiga) tingkat

penyelesaian perkara, yaitu:

1. Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan Tinggi.

3. Mahkamah Agung.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri memiliki
kewenangan untuk memeriksa sengketa dalam lingkup perdata dan perkara
pidana dengan pihak masyarakat sipil (bukan militer).

Tapi dalam arbitrase, kewenangan Pengadilan Negeri mengenai
putusan arbitrase hanya dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan
arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan
putusan arbitrase diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 Ijndang-
undang Arbitrase, sedangkan mengenai pembatalan putusan arbitrase

diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Arbitrase.

3 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 177
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Dalam kasus Karaha Bodas, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dalam pertimbangan hukumnya mencampuradukkan antara
pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pendaftaran putusan
arbitrase menurut Pasal 67 Undang-undang Arbitrase dilakukan oleh
arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pihak Karaha Bodas tidak pernah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri
untuk minta pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa,>’ yang mendaftarkan
putusan arbitrase tersebut pihak Pertamina. Seharusnya yang mendaftarkan
putusan tersebut adalah pihak Karaha Bodes, karena pihak Karaha
Bodaslah yang memiliki kepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrgse
adalah pihak yang dinyatakan menang, dari segi prosedur.

Kompetensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam
membatalkan putusan arbitrase Jenewa dan akhirnya putusan Mahkamah
Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika
ditelaah menurut hukum positif di Indonesia, dasar kewenangan
pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa adalah Pasal V
(1) (e) Konvensi New York 1958, yaitu:

“Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request
of the party against whom it is invoked, only if that pavies furnishes to the
competent authority where the recognotion and enforcement is sought,
proof that:

(e) the award has not yet become binding on the parities, or has been set

aside or suspended by the competent authority of the country in which, or
under the law of which that award was made”

35 Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, Op Cit, h. 34.
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Dalam pasal tersebut ada dua competent authority yang berbeda. Pertama,
adalah pengadilan dimana putusan arbitrase dibuat (the competent
authority in which that award was made), kedua adalah pengadilan dari
negara yang hukumnya digunakan sebagai dasar pembuatan putusan
arbitrase (the competent authority under the law of which that award was
made). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan dasar yang kedua
yaitu pengadilan dari negara yang hukumnya digunakan sebagai dasar
putusan arbitrase.

Dalam kasus tersebut Priyatna Abdurrasyid setuju dexigan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Abdurrasyid menilai Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa
karena putusan belum didaftarkan tapi sudah dilakukan eksekusi. Untuk
putusan arbitrase internasional aturannya menurut Konvensi New York
1958, dimana putusan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum
dieksekusi, kalau sudah dieksekusi tapi belum didaftarkan, itu artinya
melanggar Konvensi New York 1958. Abdurrasyid juga berpandangan,
bahwa Undang-undang Arbitrase juga mencakup pembatalan terhadap
putusan arbitrase internasional. Artinya, pengadilan di Indonesia dapat
membatalkan putusan arbitrase internasional.

Berseberangan dengan pendapat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dan Priyatna Absurrasyid, Tony Budidjaja berpendapat:3 J

“This courts decision lacks any legal foundation. Under the New York
Convention, the Indonesian court is not the proper forum for Pertamina’s

36 Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, Op Cit, h. 36.
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Indonesia action. Indonesian court doesn’t have any jurisdiction over
Pertamina request for annulment of arbitral award, as under New York
Convention, the annulment jurisdiction is bestowed upon the country of
origin”

Sebagai dasar kewenangan pengadilan, Hikmahanto Juwana lebih
menekankan pada Lex Arbitri adalah kaedah yang bersifat memaksa
(Dwingend Recht)*’ dari negara di mana arbitrase dilakukan. Dalam istilah
teknisnya, negara di mana arbitrase dilakukan disebut “sear”.®
Sebagaimana Hikmahanto Juwana mempertegas pendapat Redfern dan

Hunter,39
“The concept that an arbitration is governed by the law of the place in
which it is held and that this is the” seat” or “forum” or “locus arbitri”
of the arbitiation, is well established in both the theory an practice of the
international arbitration”

Berkaitan dengan competent authority dalam pembatalan putusan
arbitrase Jenewa, Albert Jan van den Berg berpendapat:*’
“ds far the qustion of which count.y’s judicial authority has jurisdiction
over the annulment of the award is concerned, it appears to be generally
accepted principle that this authority is the court in the country of origin
of the award. In the other words, it is the court in the country under whose
arbitration law the arbitration was conducted and the award was made”

Sebelum kasus Karaha Bodas melawan Pertamina, pernah terjadi
kasus serupa dalam perdagangan internasional, yaitu International Standart
Electric Corp. v. Bridas Sociedad Anonima Petrolera.*' Kasus ini berawal
sejak dikeluarkan putusan arbitrase yang dibuat oleh International
Chamber of Commerce (ICC) di Mexico City. Hukum yang dipilih oleh
kedua belah pihak untuk pelaksanaan kontrak ini dipilih hukum New York

(substantive law). Kemudian Standart Electric mengajukan permohonan

37 Kaedah yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi walaupun didasarkan atas persetujuan
para pihak
® Hikmahanto Juwana, Op. Cit., h. 69
% Ibid
%0 Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, Op Cit, h. 38.
4.
Ibid
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pembatalan ke pengadilan Distrik Amerika untuk Distrik New York.
Bridas Cross menolak permohonan yang diajukan oleh Standart Electric,
dengan dasar karena pengadilan Distrik New York tidak memiliki
kewenangan dalam melakukan pembatalan berdasarkan Konvensi New
York. Kemudian Bridus Cross juga mengajukan permohonan pelaksanaan
atas putusan arbitrase tersebut berdasarkan Konvensi New York. Standart
Electric mendasarkan kewenangan pengadilan New York untuk
membatalkan pada Pasal V (1) (e) Konvensi New York, pada kalimat:

...... has been set aside or suspended by a competent authority of the
country in which or under the law of which the award was made”

Standart Electric menafsirkan “the court of the country ...... under
the law of which the award was made” adalah hukum New York sebagai
substantive law, bukan hukum acara yang digunakan oleh majelis
arbitrase, yaitu hukum Mexico. Pengadilan Distrik New York akhirnya
menolak permohonan pembatalan tersebut, karena berkeyakinan bahwa
hukum yang digunakan oleh majelis arbitrase mengacu pada procedural
law (hukum acara) bukan substantive law (goveraing law).**

Jika berkaca pada kasus di atas maka seharusnya Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang atas pembatalan putusan arbitrase

Jenewa. Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik

2 Ibid, The contested language in article V (1) (e) of the convention, refers exclusively to
procedural and substantive law, and precisely,to the regimen or scheme of arbitral procedural law
under which the arbitration was condusted, and not the substantivz law of contract which was
applied in the case.

In this case, the parties subjected themselves to the procedural law of Mexico. Hence, since the
situs, or forum of the arbitration is Mexico, and the governing procedural law is that of Mexico,
only the courts of Mexvico have Jurisdiction under the convention to vacate (annul) the award.
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